SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

BUPATI PURWOREJO,

bahwa tanah dan bangunan merupakan harta
kekayaan yang mempunyai manfaat ekonomis bagi
setiap orang atau Badan sehingga peristiwa
perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan
Bea (pajak) sebagai bentuk perwujudan keadilan
sosial dan peran serta masyarakat dalam
Pembangunan Daerah;

. bahwa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan di Daerah masih terkendala oleh
kepatuhan Wajib Pajak dan pemenuhan aspek
keadilan masyarakat, sehingga pemungutannya
belum efektif dan belum dapat memberi kontribusi
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara
optimal;

. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan belum sepenuhnya dapat
mengikuti perkembangan keadaan dan memenuhi
kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah agar dapat
menjadi dasar hukum yang efektif dalam
pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan di Daerah;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor
19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;



Mengingat:

1.

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PURWOREJO

dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun
2010 Seri B Nomor 9), diubah sebagai berikut:



1.

Ketentuan Angka 2 Pasal 1 diubah, Angka 4 dihapus, angka 9
dan angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

nHow

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintah  Daerah adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Dihapus

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya dapat disingkat BPHTB adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang
pribadi atau Badan;

Hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah hak atas tanah
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pajak Daerah yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
tahun pajak tersebut.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Daerah.

Insentif pemungutan BPHTB yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan
pemungutan BPHTB.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang
dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan wuntuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah.



2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan
landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

Pengaturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang memperoleh hak
atas tanah dan/ atau bangunan dalam pembangunan daerah
melalui pembayaran pajak; dan

b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam hal:

jual beli adalah harga transaksi;

tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

waris adalah nilai pasar;

pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya

adalah nilai pasar;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah

nilai pasar;

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari
pelepasan hak adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak
adalah nilai pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalah nilai pasar;

. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar;
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi
yang tercantum dalam risalah lelang.
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(3)

(4)

()

Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui
atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada
tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai
adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan  sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta
Rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat
yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke
atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah
wasiat, termasuk suami/ istri, Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga
ratus juta Rupiah) untuk setiap peristiwa waris atau hibah
wasiat.

Ketentuan Ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 12
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SSPD.

SSPD sebagaimana dimaksud ayat pada (1), harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh
Wajib Pajak atau kuasanya.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, isi dan tata cara
pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan Ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
(2)

(3)

Pasal 15
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang
dengan membayar sendiri Pajak berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak membayar pajak dengan menggunakan SSPD,
SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.
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7. Ketentuan Ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 19

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh
Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat
Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 23

(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya
SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



9. Penjelasan ayat (4) dan Ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Ayat (4)

Maksud kalimat “untuk setiap Wajib Pajak dalam 1 (satu)

tahun” berarti untuk setiap wajib pajak diberikan NPOPTKP

sekali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun takwim® bukan

“untuk setiap transaksi“ dan tidak dapat diperluas atau

ditafsirkan lain selain yang melekat pada orang pribadi atau

badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau
bangunan, sehingga Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena

Pajak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah)

hanya diperhitungkan sekali bagi setiap Wajib Pajak untuk

setiap tahun.

Contoh:

1. Pada tahun 2019, Tuan A (sebagai Wajib Pajak)

memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan melalui
jual beli dengan Tuan B dengan Nilai Perolehan Objek
Pajak sebesar Rp. 70.000.000,- (tuyjuh puluh juta
Rupiah), maka perhitungannya adalah:
(Rp. 70.000.000, - Rp 60.000.000) x 5 % = Rp. 500.000,-
sehingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
yang menjadi kewajiban Tuan A adalah sebesar Rp.
500.000.-

2. Pada tahun 2019 Tuan A (sebagai Wajib Pajak yang
sama), untuk kedua kalinya memperoleh hak atas tanah
dan/ atau bangunan melalui jual beli dengan Tuan C
dengan Nilai Perolehan Objek Pajak  sebesar
Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah), maka
perhitungannya adalah:

Rp. 70.000.000,- x 5 % = Rp. 3.500.000,-

sehingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
yang harus dibayar oleh Tuan A pada saat perolehan hak
yang kedua tersebut adalah sebesar Rp. 3.500.000,-.

Hal tersebut dikarenakan Tuan A telah mendapatkan
fasilitas pengurangan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak pada saat memperoleh hak atas tanah dan/
atau bangunan melalui jual beli yang sudah
dilakukannya dengan Tuan B dalam 1 (satu)tahun yang
sama.

3. Selanjutnya pada tahun 2020 Tuan A (sebagai Wajib
Pajak yang sama), untuk ketiga kalinya memperoleh hak
atas tanah dan/ atau bangunan melalui jual beli dengan
Tuan D dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sebesar
Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah), maka
perhitungannya adalah:

(Rp. 70.000.000, - Rp 60.000.000) x 5 % = Rp. 500.000,-
sehingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
yang menjadi kewajiban Tuan A adalah sebesar Rp.
500.000.-

Hal tersebut dikarenakan Tuan A belum mendapatkan
fasilitas pengurangan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak pada saat memperoleh hak atas tanah dan/
atau bangunan melalui jual beli yangdilakukannya
dengan Tuan D pada Tahun 2020.
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Ayat (5)
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) hanya
diperhitungkan sekali untuk satu peristiwa waris atau hibah
wasiat untuk wajib pajak yang memperoleh hak karena
waris atau hibah wasiat.
Contoh:
1. BPHTB untuk peristiwa waris :
Tuan A, Tuan B, Tuan C dan Tuan Dsebagai ahli waris
bersama (cs), menerima warisan berupa Tanah dan
Bangunan dari Tuan E senilai Rp.400.000.000 (empat
ratus juta rupiah).
Maka perhitungannya adalah:
(Rp.400.000.000 — Rp.300.000.000) x 5% = Rp.5.000.000
yang menjadi tanggung jawab bersama Tuan A, Tuan
B,Tuan C dan Tuan D
2. BPHTB untuk hibah wasiat:
Tuan F menerima hibah wasiat berupa tanah dan
bangunan dari Tuan G senilai Rp.400.000.000 (empat
ratus juta rupiah)
Maka perhitungannya adalah:
(Rp.400.000.000 — Rp.300.000.000) x 5% = Rp.5.000.000
yang menjadi tanggung jawab Tuan F.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

BHRP SENGAN ¥&i%nva

A BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI PURWOREJO,

Pembina Tk. I ttd
NIP 19650905 199101 1 004 AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
ttd
SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 8 SERI B NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 5-90/2021
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

UMUM

Tanah dan bangunan merupakan kekayaan yang
mempunyai manfaat ekonomis bagi orang pribadi atau Badan
yang memperoleh hak atasnya, oleh karena itu sudah selayaknya
apabila terhadap mereka yang memperoleh hak atas tanah dan/
atau bangunan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak
berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah
yang pemungutannya menjadi kewenangan kabupaten/ kota.
Lebih lanjut dalam Dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang
tersebut ditegaskan bahwa Pajak Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah

Guna memberikan landasan hukum bagi Pemerintah
Daerah dalam melakukan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan serta untuk memberikan transparansi dan
kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka Pemerintah
Kabupaten Purworejo telah menetapkan PeraturanDaerah
Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, pertumbuhan
perekonomian serta perubahan peraturan perundang-undangan,
maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
diubah.
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Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di
atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu
untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dengan adanya Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan maka diharapkan
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari
penerimaan Pajak Daerah.

II. PASAL-DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 8

SUAI DENGAN ASLINYA
A BAGIAN HUKUM

Pembina Tk. I
NIP 19650905 199101 1 004
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